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RINGKASAN

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang
memberikan dampak merusak pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,
terutama berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penegakan
hukum terhadap pelaku korupsi tidak hanya diarahkan pada pemidanaan semata,
melainkan juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan negara melalui
jalur perdata. Dalam konteks ini, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan
yang strategis sebagai kuasa hukum negara untuk mengajukan gugatan perdata
terhadap terpidana tindak pidana korupsi maupun pihak lain yang menerima atau
menguasai harta hasil tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis kewenangan JPN dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara
melalui gugatan perdata dan untuk mengkaji implikasi hukum apabila terpidana
korupsi meninggal dunia dan ahli warisnya tidak dapat ditemukan. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan
perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kewenangan JPN diatur secara jelas dalam Pasal 30 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Meskipun demikian,
pelaksanaan gugatan perdata oleh JPN kerap menghadapi kendala serius ketika
terpidana korupsi meninggal dunia sebelum membayar uang pengganti dan tidak
terdapat ahli waris yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketiadaan ahli waris

‘menyebabkan terjadinya kekosongan subjek hukum sebagai pihak tergugat, sehingga




' dana, dan hukum waris, termasuk penguatan mekanisme pengaﬁ‘ aliha
warisan tak bertuan oleh negara. Penelitian ini diharapkan dapat membenkan
kontribusi teoritis dan praktis bagi penguatan peran Jaksa Pengacara Negara dalam
menegakkan hukum, melindungi keuangan negara, serta mendukung terciptanya tata
kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.




[lmu Hukum, ‘Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mm ,
nb g‘fDr H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H. 106 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara; Penggantian Kerugian Keuangan Negara;
Korupsi; Ahli Waris.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara
dalam memulihkan kerugian keuangan negara melalui gugatan perdata terhadap
terpidana korupsi serta implikasi hukumnya apabila ahli waris terpidana tidak
ditemukan setelah gugatan diajukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa: pertama, Jaksa
Pengacara Negara memiliki kewenangan strategis dalam upaya pemulihan kerugian
keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui mekanisme gugatan perdata,
berdasarkan kedudukannya sebagai wakil negara di bidang hukum perdata dan tata
usaha negara. Dasar hukum kewenangan tersebut terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Kedua, implikasi hukum apabila ahli waris terpidana korupsi tidak ditemukan
setelah gugatan perdata diajukan adalah terhambatnya proses eksekusi pengembalian
kerugian keuangan negara melalui jalur perdata, sehingga putusan menjadi tidak dapat
dilaksanakan, masih terjadi kekosongan hukum dalam pemulihan aset, dan berpotensi
menimbulkan kerugian keuangan negara secara permanen.
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ABSTRACT

Keywords: State Attorney; Reimbursement of State Financial Losses; Corruption;
Heirs.

The purpose of this study is to find out the authority of the state prosecutor in
recovering state financial losses through civil lawsuits against corruption convicts and
the legal implications if the heirs of the convict are not found after the lawsuit is filed.

This study uses normative legal research methods. From the results of the analysis, it
was found that first, the state attorney has strategic authority in efforts to recover state
Jfinancial losses due to corruption through the civil lawsuit mechanism, on the basis of
legal standing as a state representative in the field of civil law and state administration.

The legal basis is in Law 16/2004 jo. Law 11/2021 of the Prosecutor's Office of the

Republic of Indonesia, Article 32 paragraph (1) of Law 31/1999 jo. Law 20/2001 on

the Eradication of Corruption. Second, the legal implication if the heirs of the

convicted corruption are not found afier the civil lawsuit is filed is the inhibition of the

execution process of returning state financial losses through civil channels, so that the

verdict becomes unenforceable, there is still a legal vacuum in asset recovery and has
the potential to permanently lose state finances.
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